
SALINAN

WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR   18  TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang     :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  6 Peraturan
Daerah  Nomor 8 Tahun  2016  tentang   Pembentukan  dan
Susunan   Perangkat   Daerah   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan   Susunan  Perangkat  Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  F\ingsi  serta Tata  Kerja
Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya
Manusia;

Mengingat       :    1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubHk
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagalmana
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undarig-
Undang  Nomor   1   Tahun  2026  tentang  Penyesuaian
Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2026  Nomor  I,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 7153) ;

3.   Undang-Undang    Nomor    20    Tahun    2023    tentang
Aparatur   Sipil   Negara   (Lembaran   Negara.   Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4.   Undang-Undang Nomor  139  Tahun  2024  tentang Kota
Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor   5887)   sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor   18   Tahun   2016   tentang   Perangkat   Daerah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor   187,   Tarnbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ......
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6.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunj ang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

7.  Peraturan  Daerah  Kota  Parepare  Nomor  8  Tahun  2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kota Parepare Tahun 2016  Nomor 8,
Tambahan  I+embaran  Daerah  Kota Parepare  Nomor  127)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Parepare  Nomor  1  Tahun  2026  tentang Perubahan atas
Peraturan    Daerah    Nomor    8    Tahun    2016    tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Parepare  Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDURAN, SUSUNAN
ORGANISASI,   TUGAS   DAN   FUNGSI   SERTA  TATA   KERJA
BADAN   KEPEGAWAIAN   DAN   PENGEMBANGAN   SUMBER
DAYA MANUSIA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah   Daerah   adalah   Wall   Kota   sebagai   unsur

penyelenggara   pemerintahan   Daerah   yang   memimpin
pelaksanaan     urusan     pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Wall Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Badan  adalah  perangkat  Daerah     yang  melaksanakan

urusan      pemerintahan      bidang      kepegawaian      dan
pengembangan sumber daya manusia Kota Parepare.

6. Kepala   Badan    adalah    Kepala   Badan    Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Parepare.

7. Jabatan   Fungsional   adalah   sekelompok  Jabatan  yang
berisi   Tugas   dan   Fungsi   berkaitan   dengan   pelayanan
Fungsional    yang    berdasarkan    pada    keahlian    dan
keterampilan tertentu.

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
Tugas dan Fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta adminstrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Pejabat  Manajerial  adalah  pegawai  aparatur  sipil  negara
yang menduduki jabatan manajerial.

10. Pejabat Nonmanajerial pegawai aparatur sipil negara yang
menduduki j abatan Nonmanajerial.

11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan Tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekeq.aan yang merupakan penjabaran dari

Tu8as.
13.Uraian......
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13. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua
Tugas   jabatan   yang   merupakan   upaya   pokok   yang
dilakukan  pemegang  jabatan  dalam  memproses  bahan
kerja menjadi hasil kelja dengan menggunakan perangkat
kelja.

14. Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN
adalah   profesi   bagi   pegawai   negeri   sipil  dan   pegawai
pemerintah  dengan  pen.anjian  kelja  yang  bekelja  pada
instansi pemerintah.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1)  Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan
di  bidang  kepegawaian  serta  pendidikan  dan  pelatihan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)  Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan,  dalam  melaksanakan  tugasnya berada  di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

BAI Ill
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)  Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
a.   Kepala Badan;
b.   sekretariat, terdiri atas:

1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
2. subbagian program dan keuangan.

c.   bidang pengembangan aparatur.
d.   bidang   perencanaan,   pemberhentian   dan   informasi

aparatur.
e.   kelompok Jabatan F`ungsional dan Jabatan pelaksana.

(2)  Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

( 1)  Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a,    dipimpin   oleh    Kepala   Badan,    mempunyai   Tugas
membantu  Wali  Kota  dalam  menyelenggarakan  Fungsi
penunjang  urusan   kepegawaian   serta   pendidikan   dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)  Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

a.perumusan......
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a.   perumusan     dan     pelaksanaan     kebijakan     fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan;

b.   pelaksanaan   pemantauan,   evaluasi,   dan   pelaporan
fungsi    penunjang    urusan    pemerintahan    bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

c.   pembinaan      teknis      fungsi      penunjang      urusan
pemerintahan  bidang  kepegawaian  serta  pendidikan
dan pelatihan; dan

d.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang     diberikan  pimpinan
sesuai Tugas dan Fungsi.

(3)  Uraian Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a.   merencanakan  program  kelja  lingkup  Badan  sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

Tugas   berdasarkan    pedoman   yang   berlaku    agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas  dalam  lingkungan  Badan  untuk  mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan / atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat terkait bidang Tugas dan Fungsi;
f.    mengkoordinasikan bidang pengembangan aparatur;
9.   mengkoordinasikan              bidang              perencanaan,

pemberhentiari dan informasi kepegawaian;
h.   merumuskan kebijakan pengadaan pemberhentian dan

informasi aparatur;
i.    menyusun   rencana   kebutuhan,   jenis   dan   jumlah

jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
j.    menyelenggarakan pengadaan ASN;
k.   memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
1.    memverifikasi database informasi kepegawaian;
in.  mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
n.   memfasilitasi lembaga profesi ASN;
o.   mengevaluasi   dan   pelaporan   kegiatan   pengadaan,

pemberhentian dan pengelolaan inforlnasi;
p.   merumuskan kebijakan pengembangan pegawai;
q.   mengoordinasikan dan keljasama pelaksanaan seleksi

jabatan;
r.    mengevaluasi         dan         pelaporan         pelaksanaan

pengembangan pegawai ;
s.   merumuskan    dan    merencanakan    kebijakan    dan

kegiatan  penilaian kinelja dan penghargaan;
t.    mengoordinir    dan    mengevaluasi    hasil        kegiatan

penilaian kinelja;
u.   memverifikasi     dan     mengoordinasikan           usulan

pemberian penghargaan ;
v.   mengevaluasi   dan   pelaporan   penilaian   kinelja  dan

penghargaan;
w.  merumuskan  dan  menyelenggarakan  kebijakan  dan

proses mutasi dan promosi;

x.mengoordinasikan......
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x.   mengoordinasikan      dan      memverifikasi      dokumen
pelaksanaan mutasi dan promosi;

y.   mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan
promosi;

z.   menyelenggarakan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan ;

aa. menilai    kinelja    pegawai    ASN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

bb. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  Tugas  Kepala
Badan serta memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

cc.  menyelenggarakan   Tugas   kedinasan   lainnya   yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

( 1)   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf  b,   dipimpin   oleh   Sekretaris,   mempunyai   Tugas
membantu  Kepala  Badan  dalam  melaksanakan  kegiatan
penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan
keuangan   meliputi   administrasi   umum,   kepegawaian,
penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta
keuangan,   dan   evaluasi  dan   pelaporan  di  lingkungan
Badan.

(2)  Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) , Sekretaris menyelenggarakan Fungsi:
a.   pengorganisasian       pelaksanaan       Tugas       dalam

lingkungan Badan;
b.   pengorganisasian penyusunan program dan pelaporan;
c.   pengorganisasian   urusan   umum   kepegawaian   dan

hukum;
d.   pengorganisasian pengelolaan administrasi keuangan;

dan
e.   pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai Tugas dan Fungsi.
(3)  Uraian Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:
a.   menyusun    rencana    kegiatan    sekretariat    sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

Tugas   berdasarkan    pedoman   yang   berlaku    agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas      lingkup      kerjanya      untuk      mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    mengoordinasikan   dan   melaksanakan   penyusunan

perencanaan,    penganggaran   dan    evaluasi   kinerja
Badan;

9.memfasilitasi......
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9.   memfasilitasi    penyelenggaran    evaluasi
publik,     maladministrasi,     pelaksanaan

pelayanan
reformasi

birokrasi dan forum konsultasi publik;
h.   pengoordinasian kegiatan Badan;
i.    pengoordinasiaan dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Badan;
j.    penyusunan   kerangka  regulasi  dalam  perencanaan

pembangunan Daerah pada Badan;
k.   pembinaan   dan   pemberian   dukungan   administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kelja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi;

I.    pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
in.  penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup
Badan;

n.   pengoordinasian  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian
dan   penilaian   atas   capaian   pelaksanaan   rencana
pembangunan    Daerah    serta    kinelja    pengadaan
barang/jasa milik Daerah;

o.   membantu    Kepala    Badan    dalam    melaksanakan
koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan    non   pemerintah   dalam   rangka   mendukung
pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

p.   mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data
serta fasilitasi pelayanan informasi;

q.   melaksanakan    dan    mengevaluasi    penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah;

r.    melaksanakan      dan      mengevaluasi      pelaksanaan
reformasi birokrasi ;

s.   menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas
kinelja instansi pemerintah;

t.    melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan nonpemerintah dalam ran9ka mendukung
pelaksanaan Tugas dan Fulngsi;

u.   menilai    kinelja    pegawai    ASN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

v.   menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris
dan  memberikan  saran  pertimbangan  kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

w.  melaksanakan     Tugas     kedinasan     lainnya     yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1)  Subbagian     umum     dan     kepegawaian     sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 1, dipimpin
oleh   Kepala   Subbagian,   mempunyai  Tugas   membantu
Sekretaris   dalam   melakukan   pelayanan   administrasi
umum   dan   kepegawaian,   ketatausahaan,   pengelolaan
barang     milik     Daerah,      kehumasan,      dokumentasi,
perlengkapan dan administrasi surat menyurat.

(2)Uraian......
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(2)  Uraian  Tugas  Kepala  Subbagian  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) , meliputi:
a.   menyusun   rencana   dan   program   kelja   subbagian

umum   dan   kepegawaian   sebagai   pedoman   dalam
pelaksanaan Tugas;

b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas   berdasarkan   pedoman   yang   berlaku   agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas      lingkup      ken.anya      untuk      mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    merumuskan, menyusun dan melaksanakan penataan

dan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan
kepegawaian;

9.   menghimpun        kebijakan        teknis        administrasi
kepegawaian     sesuai     kebutuhan     sebagai     dasar
pelaksanaan Tugas ;

h.  melaksanakan     penyusunan     rencana    pengelolaan
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
kelancaran Tugas;

i.    menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas;

j.    membuat     usulan     permintaan     pegawai     sesuai
kebutuhan untuk kelancaran Tugas;

k.   menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk      teknis      untuk      tertibnya
administrasi kepegawaian ;

1.    melakukan    pengelolaan    administrasi    kepegawaian
melalui daftar induk kepegawaian dan nominatif untuk
tertibnya administrasi kepegawaian ;

in.  mengkonsultasikan pelaksanaan Tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk
lebih lanjut;

n.  mengoordinasikan  pelaksariaan  Tugas  dengan  para
kepala  sub  bagian  melalui  rapat/pertemuan  untuk
penyatuan pendapat;

o.   menilai      kinelja      ASN      dan/atau      memberikan
rekomendasi   penilaian   sesuai   ketentuan   peraturan
perundang-undangan;

p.   melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan Tugas;

q.   membuat  laporan   hasil   pelaksanaan   Tugas   Kepala
Subbagian   Umum   dan   Kepegawaian   dan   memberi
saran  dan  pertimbangan  kepada  pimpinan  sebagai
bahan perumusan kebijakan, sesuai Tugas dan Fungsi;
dan

r.   menyelenggarakan   Tugas   kedinasan   lainnya   yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf . . .
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Paragraf 2
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 7

( 1)  Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud
dalaln  Pasal  3  ayat  (1)  huruf b  angka  2,  dipimpin  oleh
Kepala     Subbagian,     mempunyai     Tugas     membantu
Sekretaris dalam melakukan penyiapan dan penyusunan
perencanaan   sub   bagian,   pengawasan   dan   evaluasi,
urusan   penatausahaan   dan   pengelolaan   administrasi
keuangan, program dan kegiatan, serta membuat laporan
secara berkala.

(2)  Uraian  Tugas  Kepala  Subbagian  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a.   menyusun   rencana   dan   program   kelja   subbagian

program   dan   keuangan    sebagai   pedoman   dalam
pelaksanaan Tugas;

b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas   berdasarkan    pedoman   yang   berlaku    agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas      lingkup      kerjanya      untuk      mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    melakukan penyiapan bahan dan menyusun rencana

strategis, rencana kelja, dan peljanjian kineH.a Badan;
9.   menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan  rencana

strategis Badan;
h.   menyiapkan  bahan  koordinasi  penyusunan  program

dan rencana kelja Badan;
i.    koordinasi    penyelenggaraan    pelayanan    dukungan

kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
j.    pelaksanaan laporan tentang kineria program/kegiatan

Badan;
k.   menyiapkan  kebijakan  teknis  pengelolaan  keuangan

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan Tugas;
I.    mengajukan   rencana   kelja   anggaran   melalui   tim

anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna
anggaran;

in.  melaksanakan    pengelolaan    administrasi    keuangan
berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan/petunjuk  teknis
untuk tertibnya administrasi keuangan;

n.   mengkonsultasikan pelaksanaan Tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk
lebih lanjut;

o.   mengoordinasikan   pelaksanaan  Tugas   dengan   para
kepala  sub  bagian  melalui  pertemuan/rapat  untuk
menyatukan pendapat;

p.   menyusun  laporan  pelaksanaan  'I\igas  secara  berkala
sebagal bahan evaluasi;

q.menyiapkan......
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q.   menyiapkan   data  dan   bahan  penyusunan   laporan
akuntabilitas kinerj a instansi pemerintah ;

r.    melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah     dan     nonpemerintah     dalam     rangka
mendukung  pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Kepala
Subbagian Program dan Keuangan;

s.   menilai  kinerja  pegawai  ASN  dan/atau  memberikan
rekomendasi   penilaian   sesuai   ketentuan   peraturan
perundang-undangan;

t.    menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  Tugas  Kepala
Subbagian  Program  dan  Keuangan  dan  memberikan
saran  pertimbangan  kepada  atasan   sebagai  bahan
perumusan kebijakan; dan

u.   melakukan      Tugas       kedinasan       lainnya      yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Aparatur

Pasal 8

(1)  Bidang  pengembangan  aparatur  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai Tugas  membantu  Kepala Badan  dalam
menghimpun,     mengoordinasikan     dan     merumuskan
kebijakan      teknis      serta      melaksanakan      kegiatan
pengembangan aparatur.

(2)  Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) , Kepala Bidang menyelenggarakan Fungsi:
a.   perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pengembangan aparatur;
b.   pelaksanaan      evaluasi      dan      pelaporan      bidang

pengembangan aparatur;
c.    pelaksanaan          administrasi         bidang         bidang

pengembangan aparatur ;dan
d.   pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai Tugas dan Fungsi.
(3)  Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:
a.   menyusun    rencana    dan    program    kelja    bidang

pengembangan   aparatur   sebagai   pedoman   dalam
pelaksanaan Tugas;

b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas   berdasarkan   pedoman   yang   berlaku   agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas      lingkup      kerjanya      untuk      mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    menyusun,  menyiapkan   dan merumuskan kebijakan

pengembangan kompetensi;

9.menyelenggarakan......
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9.   menyelenggarakan  pengembangan kompetensi;
h.   melaksanakan    dan    mengkoordinasikan    keriasama

seleksijabatan;
i.    merencanakan  kebutuhan  diklat,  penjenjangan  dan

sertifikasi;
j.    memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
k.   merumuskan kebijakal'i mutasi dan promosi;
I.    menyelengarakan proses mutasi dan promosi;
in.  mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
n.   memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
o.   mengevaluasi         dan         pelaporan         pelaksanaan

pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi;
p.   menyiapkan   data   dan   bahan   penyusunan   laporan

akuntabilitas kinelj a instansi pemerintah ;
q.   melaksanakan   koordinasi   dan   konsultasi   dengan

lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan Tugas dan F`ungsi;

r.    menilai    kineq.a    pegawai    ASN    sesuai    ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

s.   menyusun  laporan  basil  pelaksanaan  Tugas  Kepala
Bidang   Pengembangan   Aparatur   dan   memberikan
saran  pertimbangan  kepada  atasan   sebagai  bahan
perumusan kebijakan; dan

t.    melaksanakan     Tugas     kedinasan     lainnya     yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pemberhentian dan lnformasi Aparatur

Pasal 9

(1)  Bidang    Perencanaan,     Pemberhentian    dan    Informasi
Aparatur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)
huruf d,  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang yang  mempunyai
Tugas    membantu    Kepala    Badan    dalam    menyusun,
mengkoordinasikan,   merumuskan   dan   melaksanakan
kegiatan   perencanaan,   pemberhentian   dan   Informasi
Aparatur.

(2)  Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Kepala Bidang menyelenggarakan Fungsi:
a.   perumusan dan pelaksanaan kehijakan teknis bidang

perencanaan, pemberhentian dan informasi aparatur;
b.   pelaksanaan      evaluasi      dan      pelaporan      Bidang

Perencanaan, Pemberhentian dan lnformasi Aparatur;
c.   pelaksanaan administrasi bidang Bidang Perencanaan,

Pemberhentian dan Informasi Aparatur;dan
d.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai Tugas dan Fungsi.
(3)  Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) , meliputi:
a.   menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b.mendistribusikan......
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b.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
Tugas   berdasarkan   pedoman   yang   berlaku    agar
pelaksanaan Tugas dapat beljalan lancar;

c.   memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Tugas      lingkup      keljanya      untuk      mengetahui
perkembangan pelaksanaan Tugas;

d.   menyusun   rancangan,   mengoreksi,   memberi   paraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan
lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;

e.   mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan/

pengadaan, pemberhentian dan Inforlnasi Aparatur;
9.   menyiapkan  dan  menghimpun  peraturan  perundang-

undangan  dan  kebijakan  teknis  yang  berhubungan
dengan perencanaan/ pengadaan, pemberhentian dan
data ASN;

h.   menyusun   rencana   kebutuhan,   jenis   dan  jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;

i.    menyelenggarakan pengadaan dan penerimaan ASN;
j.    mengoordinasikan          pelaksanaan          administrasi

pemberhentian ASN;
k.   memverifikasi  dokumen  administrasi    pemberhentian

ASN;
I.    memverifikasi data base informasi kepegawaian;
in.  mengoordinasikan             penyusunan             Informasi

kepegawaian;
n.   memfasilitasi lembaga profesi ASN;
o.   mengevaluasi   dan   pelaporan   kegiatan   pengadaan,

pemberhentian dan pengelolaan informasi;
p.   merumuskan     kebijakan     penilaian     kinelja     dan

penghargaan ASN;
q.   merencanakan  pelaksanan  kegiatan  penilaian  kinelja

dan penghargaan ASN;
r.    mengoordinir kegiatan penilaian kinelja;
s.   mengevaluasi hasil penilaian kinelja;
t.    memverifikasi       dan       mengoordinasikan       usulan

pemberian penghargaan ;
u.   mengevaluasi        dan        melaporan        pelaksanaan

pengembangan kompetensi;
v.   menyiapkan  dan  menghimpun  peraturan perundang-

undangan  dan  kebijakan  teknis  yang  berhubungan
dengan pengadaan dan pemberhentian ASN;

w.  melaksanakan   koordinasi   terkait   usul   kebutuhan
formasi ASN;

x.   melaksanakan   kegiatan   seleksi,   pengangkatan   dan
penempatan calon ASN;

y.   menyiapkan   bahan   usul   penetapan   nomor   induk
pegawai;

z.   melaksanakan proses administrasi pengangkatan calon
ASN menjadi ASN;

aa. menyiapkan bahan usul penerbitan kartu pegawai dan
kartu istri/suami ASN;

bb. menyiapkan dan menyampalkan daftar nominatif ASN
yang mencapai batas usia pensiun;

cc.menyiapkan......
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cc. menyiapkan   bahan   usulan   kartu    tabungan   dan
asuransi pegawai negeri sipil;

dd. melakukan     koordinasi           pemberian     tunjangan
perumahan ASN;

ee. menyusun daftar urutan kepangkatan ASN;
ii.   melakukan    penyusunan    draf   hasil    entrain    data

kepegawaian;
gg. menyusun,  menyiapkan  dan  melaksanakan  kegiatan

fasilitasi profesi ASN;
hh. menyusun  dan  merencanakan  fasilitasi  kelembagaan

profesi  ASN  (korps  pegawai  republik  indonesia  dan
lembaga profesi ASN lainnya) ;

ii.   mengelola     kegiatan     keorganisasian     ASN     untuk
mendukung   Tugas dan Fungsi lembaga profesi ASN;

ij.   melaksanakan dan memberikan pelayanan konsultasi
dan    bimbingan    psikologis    bagi    ASN    di    bidang
kepegawaian;

kk.melakukan     kajian     dan     melaksanakan     proses
penjatuhan hukuman disiplin ASN;

11.   menyiapkan persyaratan dan memproses permohonan
perkawinan / perceraian ASN ;

mm. menyiapkan   data   dan   bahan   penyusunan   laporan
akuntabilitas kinelja instansi pemerintah;

nn.melaksanakan   koordinasi   dan   konsultasi   dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka
mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

oo. menilai  kinelja  pegawai  ASN  dan/atau  memberikan
rekomendasi   penilaian   sesuai   ketentuan   peraturan
perundang-undangan;

pp. menyusun  laporan  hasil  pelaksanaan  Tugas  Kepala
Bidang  Perencanaan,   Pemberhentian   dan   Informasi
Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

qq. melaksanakan     Tugas     kedinasan     lainnya     yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 10

(1)  Badan  dapat  membentuk  sejumlah   Kelompok  Jabatan
Fungsional    dan    Jabatan    Pelaksana    sesuai    dengan
kebutuhan     dan    berdasarkan     ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

(2)  Kelompok  Jabatan   Fungsional  dan  Jabatan   Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , melaksanakan Tugas
sesuai  dengan   bidang  Tugas  Jabatan   Fungsional  dan
Jabatan   Pelaksana   berdasarkan   ketentuan   peraturan
pe ru ndangu n dangan       dengan       berp edoman       pad a
pengaturan sistem kerja yang telah ditetapkan.

BAB......
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BABV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 1 1

(1)  Kepala Badan dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali
Kota   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

(2)  Pejabat   Manajerial   dan   Pejabat   Nonmanajerial   dalam
lingkungan Badan melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta
menerapkan    prinsip    hierarki,    koordinasi,    keljasama,
integrasi,      sinkronisasi,      simplifikasi,      akuntabilitas,
transparansi serta efektifitas dan efisiensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Pejabat   Manajerial   dan   Pejabat   Nonmanajerial   dalam
lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kelja
sama  dengan  instansi  pemerintah/swasta  terkait  dalam
rangka     meningkatkan     kinelja     dan     memperlancar
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan.

Bagian Kedua
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 12

(1)  Pejabat   Manajerial   dan   Pejabat   Nonmanajerial   dalam
lingkup Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan
pengendalian   dan   evaluasi   serta   melaksanakan   rapat
koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.

(2)  Pejabat   Manajerial   dan   Pejabat   Nonmanajerial   dalam
lingkungan    Badan    wajib    mengikuti    dan    mematuhi
petunjuk  dan   arahan   pimpinan,   serta  menyampaikan
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara
tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(3)  Pejabat   Manajerial   dan   Pejabat   Nonmanajerial   dalam
lingkungan   Badan   melaksanakan   pengawasan   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat  Manajerial  dan  Pejabat  Nonmanajerial  pada  Badan
berdasarkan  Peraturan  Walikota  Parepare  Nomor  55  Tahun
2021  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi     serta     Tata     Ker].a     Badan     Kepegawaian     dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah
Kota  Parepare  Tahun  2021   Nomor  55)   tetap  menjalankan
Tugas    dan    Fungsi    sampai    dengan    pelantikan    pejabat
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB......
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wall Kota iri mulai berlafu,   Peraturan
Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan F\mgsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawalan   dan   Pengembangan   Sumber   Daya   Manusia
Daerah {Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021  Nomor 55)
dicabut dan dinyatakan tidak berlakLi.

Pasal 15

Peraturan   Wall   Kota   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal
diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan      Peraturan      Wall      Kota      ini      d€ngan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 17 Juli 2026
WALI KOTA PAREPARE,

ITD

TASMING HAMID

Diundan8kan di Parepare
pada tanggal  17 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAI+ KOTA PAREPARE,

ITD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 18




